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Abstrak
Status dan Legalitas Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing (PT.DMB) sebelum/sesudah Perda Provinsi NTB Nomor 4/2010 tentang PT. DMB adalah suatu kajian ilmiah yang  memberikan informasi mengenai keberadaan Perusahaan Daerah PT. DMB di NTB. Digunakan metode penelitian yuridis normatif. Statusnya sebagai badan hukum ditandai dengan akta pendirian Notaris tahun 2009 tanpa Perda pengaturnya, sementara legalitasnya PT. DMB adalah perusahaan daerah milik pemerintah NTB,Sumbawa,dan Sumbawa Barat yang membentuk Perda PT. DMB pada tahun 2010. Status dan legalitasnya sebelum ataupun sesudah Perda Provinsi NTB Nomor 4/2010 tentang PT. DMB, dinyatakan tidak sah menurut bunyi Pasal 4 ayat (1),(2) UU No.5/1962 tentang Perusahaan Daerah.
Abstract

Status and Legality Local Company PT. Daerah Maju Bersaing (PT.DMB) before / after the province Regulation No. 4/2010 on PT. DMB is a scientific study that provides information about the existence of Local Company PT. DMB in NTB. Be us juridical normative research methods. Status as a legal entity characterized by notary deed in 2009 without legislation governing, while legally PT. DMB is a local company owned by the government of NTB, Sumbawa and West Sumbawa form regulation PT. DMB in 2010. Status and legality before or after the province Regulation No. 4/2010 on PT. DMB, declared invalid according to the content of Article 4 paragraph (1), (2) of Law No.5/1962 on Regional Company.
I. PENDAHULUAN
Salah satu Perseroan Terbatas yang didalamnya merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta adalah PT. Daerah Maju Bersaing. Perseroan Terbatas Daerah Maju Bersaing atau yang disingkat PT. DMB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berlokasi di Kota Mataram adalah salah satu perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Multi Capital dalam hal pembelian saham divestasi PT. Newmount Nusa Tenggara , yang dalam kepemilikan sahamnya juga bergerak dalam bidang usaha yang umumnya dilakukan oleh perusahaan komersial dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Namun dalam keberadaannya Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing mendapatkan permasalahan menganai legalitas pendiriannya. Yang dimana dilihat dari aturan pendirian suatu perusahaan daerah ( BUMD ) Undang-undang nomor 5 tahun 1962, PT. Daerah Maju Bersaing ternyata tidak memenuhi syarat mengenai pendirian perusahaan, yaitu sebagai perusahaan daerah. Karena PT. Daerah Maju Bersaing telah didirikan pada tanggal 23 Mei 2009 di daerah Mataram Nusa Tenggara Barat berdasarkan akta pendidrian Notaris dan disahkan oleh menteri Hukum dan HAM pada saat itu dan diakui sebagai suatu perusahaan. Sedangkan Peraturan Daerah yang harusnya sudah mengatur terlebih dahulu mengenai pendirian suatu perusahaan daerah baru dibentuk pada tahun 2010, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Daerah Maju Bersaing. 

Adapun perumusan masalah berdasarkan pemaparan diatas adalah : 1). Status Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing sebelum adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing. 2). Legalitas Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing setelah adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing.

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui status Perusahan PT. Daerah Maju Bersaing sebelum adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing. 2). Untuk mengetahui legalitas Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing setelah adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 1). Dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan pemerintah untuk lebih memperhatikan pembentukan suatu perusahaan daerah yang secara jelas telah diatur oleh undang-undang. 2). Dapat memberikan informasi mengenai keberadaan dari Perseroan Terbatas Daerah Maju Bersaing di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai suatu perusahaan daerah yang sah menurut hukum.
Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengkaji kaidah atau norma hukum dalam Peraturan Perundang Undangan dan sumber reperensi lain serta mengadakan penelitian lapangan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan Legalitas Perseroan Terbatas Daerah Maju Bersaing.

II. PEMBAHASAN
Konteks PT. Daerah Maju Bersaing dalam hal status pendiriannya sebagai perseroan sebelum adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 4 tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing, pada tahun 2009 adanya kerjasama di antara para pihak Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, Sumbawa, dan Sumbawa Barat dalam membentuk perseroan terbatas (PT). Yang dimana kerjasama tersebut ditandai dengan terbitnya surat kesepakatan bersama bernomor: 415.4/229/KESDA, 500/70/EKBANG/2009, dan 21 Tahun 2009. Selanjutnya Pembentukan PT tersebut tunduk pada ketentuan Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Terkait legalitasnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) diakui dengan adanya keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia bernomor: AHU-32640.AH.01.01. Tahun 2009. Pasal 7 ayat (4) tersebut menyebutkan : “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Lahirnya PT. Daerah Maju Bersaing diawali dari adanya sengketa divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah Republik Indonesia yang dimana Sesuai dengan ketentuan Kontrak Karya, PT. NNT setiap tahun membayar pajak royalti dan non-pajak kepada Pemerintah Indonesia mencapai triliunan rupiah. Sejak 1997 hingga 2009, PT. NNT telah membayarkan pajak, royalti dan non-pajak sebesar lebih dari Rp15 triliun. Penerimaan inilah yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten bagi pembangunan Indonesia. Dalam hal tersebut, muncullah putusan Arbitrase Internasional United Nation Comission on International Trade Law (UNCITRAL), pada tanggal 31 Maret 2009 majelis arbitrase mengumumkan secara resmi putusan yang memenangkan pemerintah Indonesia gugatannya atas kasus Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) di Arbitrase Internasional, dengan keputusan “PT Newmont Nusa Tenggara wajib mendivestasikan 17 persen sahamnya dalam waktu 180 hari. Jika dalam waktu 180 hari sejak putusan arbitrase dikeluarkan, Newmont tidak juga mendivestasikan sahamnya, maka pemerintah Indonesia berhak mencabut kontrak karyanya”.

Merespon keputusan majelis Arbitrase Internasional/United Nation Cimossion On International Trade Law,pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,bersama pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat membuat kesepakatan bersama nomor : 415.4/229/KESDA/.500/70/EKBANG/2009 dan Nomor : 21 tahun 2009. Dan untuk melaksanakan pasal 177 UU no.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat bersepakat dengan No.500/224/KESDA,nomor :161/92/KSB/2010,dan NOMOR : 27 tahun 2010 agar mendirikan Perusahaan Terbatas dengan nama PT.Daerah Maju Bersaing.

Dalam kaitannya sebagai badan hukum berbentuk perseroan, PT. Daerah Maju Bersaing telah mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia bernomor: AHU-32640.AH.01.01 Tahun 2009. Sehingga mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, PT. Daerah Maju Bersaing sudah selayaknya dapat disebut sebagai badan hukum yang berbentuk perseoan.

Walau demikian seperti yang tersebut diatas, dalam hal PT. Daerah Maju Bersaing dalam kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Daerah tidaklah dapat memberikan suatu kepastian hukum yang sah bahwa hanya dapat tunduk dan berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas saja, melainkan harus disertai Peraturan Daerah yang dapat menjadikan Perseroan (PT. Daerah Maju Bersaing) dapat bertindak untuk dan atas nama daerah. Sehingga ketika PT. Daerah Maju Bersaing bertindak sebagai subyek hukum sebagai Badan Usaha Milik Daerah tidaklah sah menurut hukum. Yang dimana Sebagai badan hukum, PT. Daerah Maju Bersaing sudah selayaknya dikatakan sebagai perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas. Namun ketika disebut sebagai perusahaan daerah, keberadaannya menjadi bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut menyebutkan salah satu syarat atau ciri-ciri Perusahaan/Perseroan dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Daerah harus disertai dengan Peraturan Daerah pembentuknya dan Perusahaan Daerah tersebut adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
Oleh karena Status PT. Daerah Maju Bersaing dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Daerah tidaklah sah menurut hukum, maka berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Provinsi NTB yang mewakili tiga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat bersepakat untuk membentuk Peraturan Daerah. Sehingga dalam permasalahan ini, penyusun mencoba menjelaskan mengenai keberadaan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai instrument hukum yang melegalisasi PT. Daerah Maju Bersaing sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
Adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing, adalah merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah daerah provinsi nusa tenggara barat sebagai payung hukum yang dapat melegalisasi keberadaan perusahaan daerah tersebut. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Husni Jibril, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( anggota komisi III ) fraksi Partai PDI Perjuangan menyebutkan : “ PT. Daerah Maju Bersaing merupakan Perusahaan Daerah yang bertujuan membeli divestasi saham PT.NNT untuk mencapai kesemakmuran rakyat Nusa Tenggara Barat, oleh karena PT.Daerah Maju Bersaing adalah perusahaan daerah, perlu untuk dibuatkan peraturan daerahnya, sehingga isi maupun tujuan Peraturan Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 4 tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing adalah Peraturan Daerah yang bersifat pengakuan, bukan sebagai peraturan yang mengatur mengenai pendirian. Hal ini menyatakan bahwa peraturan daerah tersebut bersifat freis ermesent ( suatu kebijakan yang diambil kepala daerah untuk mencapai persemakmuran rakyat demi mencapai pemerintahan yang baik ) “.
.

Pada prinsipnya, sebagian pendapat juga menyatakan bahwa adanya PT. Daerah Maju Bersaing sebagai perusahaan milik daerah adalah suatu kepentingan politik semata. Hal ini didasari oleh lahirnya produk hukum sebuah peraturan daerah disebabkan keinginan pemerintah daerah untuk dapat mengambil sisa saham yang dijual oleh PT.NNT sebesar 31 % kepada pemerintah Republik Indonesia. Padahal, jika dilihat dari segi keteraturannya keberadaan PT. Daerah Maju Bersaing sudah diakui sebelum diatur dalam peraturan daerah. Sehingga dalam pandangan hukum yang menurut penyusun fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan sikap yang kurang memenuhi konstituen, namun selayaknya dapat dihormati dan diapresiasikan sebagai bentuk perwujudan pengabdian pada masyarakat dalam mensejahterakan penduduk Nusa Tenggara Barat.
Merujuk kembali mengenai tujuan dibentuknya PT. Daerah Maju Bersaing adalah karena dalam kasus sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia melawan PT. Newmont Nusa Tenggara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhak atas pembelian divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar 31% dengan batas waktu penyelesaian 180 hari.  Sehingga berdasarkan pertimbangan percepatan pembelian divestasi saham tersebut, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersepakat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Kesepakatan Bersama Nomor: 415.4/229/KESDA, 500/70/EKBANG/2009 dan 21 Tahun 2009;
Pemerintah Daerah pada dasarnya berhak memiliki Badan Usaha Milik Daerah, yang dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan serta kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan pada alinea kelima Undang-Undang tersebut dalam Pasal 177 mengenai Badan Usaha Milik Daerah, bahwasanya :  “Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan,   penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

Sehingga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa bersepakat agar pembentukan PT ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor 500/204/KESDA, Nomor 161/02/KSB/2010, dan Nomor 27 Tahun 2010;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah PT. Daerah Maju Bersaing.

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ini selain dimaksudkan untuk mengakuisisi saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara dimaksudkan pula untuk membantu dan menunjang pembangunan dan perekonomian daerah dengan lebih memberdayakan perekonomian rakyat serta menjadikan badan usaha tersebut mandiri dan profesional dalam pengelolaannya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.


Dengan demikian keberadaan Perseroan sebagai badan usaha milik daerah dan sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah perlu terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan Daerah.
III. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil simpulan: 1). Status Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing sebelum adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 4 tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing adalah sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas yang pendiriannya tidak disertai Peraturan Daerah yang mengatur mengenai syarat pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sehingga perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing dinyatakan tidak sah menurut bunyi Pasal 4 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Perusahaan Daerah yang menyebutkan salah satu syarat atau ciri-ciri Perusahaan/Perseroan dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Daerah harus disertai dengan Peraturan Daerah pembentuknya dan Perusahaan Daerah tersebut adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut. 2). Legalitas PT. Daerah Maju Bersaing setelah adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing adalah tidak legal, karena dalam pendiriannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
Dalam penelitian ini, penyusun mencoba untuk memberikan saran maupun masukan yaitu: 1). Notaris yang mengesahkan pendirian PT. Daerah Maju Bersaing seharusnya meminta terlebih dahulu Peraturan Daerah mengenai pendirian Perusahaan Daerah PT. Daerah Maju Bersaing kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2). Lahirnya Badan Usaha Milik Daerah tanpa disertai Peraturan Daerah yang mengaturnya, tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang seharusnya. Sehingga kedepannya dapat dijadikan tolak ukur bahwasanya pemerintah daerah harus lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan, tanpa ada kepentingan politik. 3). PT. Daerah Maju Bersaing kedepannya, dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
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